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ONE DOOR INTEGRATED SERVICE
IN TANA TIDUNG DISTRICT

DICKY SUMASTYONO
dicky.sumastyono@gmail.com

ABSTRACT

Public service is one of the main tasks of the civil apparatus which has aheays been in
the public spotlight. The level of success of the implementation can be seen from the
response of the people who felt the results divectly, The One-Stop ntegrated Service
as implemented in Tana Tidung Regency is a priorite service to the conmmntity swhich
until novw has not heen optimal, such as: the process of issuing licenses is stow, the
number of employees is inadequate and the lack of carryving cupacity of training. It can
be seen whether the implementation has been e¢ffective and as expected. The objectives
of this study are: 1) to describe the cfforts made by the Regional Government of Tana
Tidung Regency in implementing a one-stop integrated licensing service policy; 2)
analyze the factors that influence the success of the one-stop integrated licensing
service in Tuna Tidung Regency. This study uses a qualitative method descriptive
approuch. The resulits of this study are: 1) effores that have been made by the Regional
Government of Tanu 1idung Regency so that successfully implementing PTSP policies
include: delegation of authority to the Head of PTSP for on behalf of the Bupati to
establish and sign documents in the licensing, simplification of information services,
simplification requirements, reduce application files, clarify service procedures,
accelerate the completion of the process, therve is certainty / trunsparency of fees, and
exemption of fees for several types of permits, certificates and job search cards
according to regulations. 2) factors that influence the success of the implementation
process of the one-stop integrated licensing service system in Tuna Tidung Regency
include: communication, resources owned, bureaucratic or implementing attitudes,
organizational structure including bureaucratic workflow, bureaucratic compliance
with the bureaucracy in above, the existence of a smooth routine and the absence of
problems, implementation and desired impacts (benefits) from all programs that are
directed,

Keywords: PTSP Policy, Permission File, One-Stop Integrated Service, Simplification
of services
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PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN TANA TIDUNG

DICKY SUMASTYONO
dicky. sumastvonotg-gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan publik satah satu tugas utama aparatur sipil yang selalu menjadi sorotan
masyarakat. Tingkat keberhasilan penvelenggaraannya terlihat dari respon masyarakat
yang merasakan langsung hasilnya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana yang
diimplementasikan di Kabupaten Tana Tidung menjadi prioritas layanan kepada
masyarakat yang sampai saat ini belum optimal, seperti: proses penerbitan perijinan
lambat, jumlab pegawai beiunm memadai dan kurangnya daya dukung diklat. Hal ini
dapat diketahul apakah pelaksanaannya telah efektif dan sesuai yang diharapkan.
Adapun tujuan penelitian ini yaitu: 1) mendeskripsikan upaya-upaya yang telah
dilakukan Pemda Kabupaten Tana Tidung dalam mengimplentasikan kebijakan sistem
pelayanan  perijinan terpadu satu pintu; 2) menganalisa faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhasilan proses pelayanan perijinan terpadu satu pintu di
Kabupaten Tana Tidung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan
kualitatif. Adapun basil penelitian ini adalah: 1) upava-upaya yang telah dilakukan
Pemda Kabupaten Tana Tidung sehingga berhasil mengimplentasikan kebijakan PTSP
antara lain: pendelegasian kewenangan kepada Kepala PTSP untuk atas nama Bupati
untuk menetapkan dan menandatangani surat-surat dibidang perijinan, penyederhanaan
layanan informasi, penyederhanaan persyaratan, mengurangi berkas permohonan,
memperjelas prosedur pelayanan, percepatan waktu proses penyelesaian, ada
kepastian/transfaransi biaya, dan pembebasan hiaya beberapa jenis perijinan, akte dan
kartu pencari kerja sesuai peraturan. 2} faklor-faktor yang mempenganihi keberhasilan
proses implementasi kebijakan sistem pelayanan perijinan terpadu satu pintu di
Kabupaten Tana Tidung antara lain: komunikasi, sumber daya yang dimiliki, sikap
birokrast atau pelaksana, struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi, tingkat
kepatuban birokrasi terhadap birokrasi di atasnya, adanya kelancaran rutinitas dan tidak
adanya masalah, pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikchendaki dari semua
program yang ada terarah.

Kata Kunci: Kebijakan PTSP, Berkas Perijinan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Penyederhanaan layanan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi l.okasi

Kabupaten Tana Tidung dibentuk sesuai dengan UU Nomer 34 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kahupaten Tana Tidung, dan merupakan kabupaten
pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Kahupaten ini kemudian disahkan olch
Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007 dan Kabupaten Tana Tidung resmi menjadi
Kabupaten ke-10 atau Daerah Otonom ke-14 di Provinsi Kalimantan Timur,
dengan dilantiknya Penjabat Bupati Tana Tidung pada tanggal 18 Desember 2007,
Setelah lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012
tentang pembentukan Daerah Otonom Baru Provinsi Kalimantan Utara yang
merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur, maka Kabupaten Tana
Tidung menjadi salah satu kabupaten pada wilayah pemekaran Provinsi

Kalimantan Utara tersebut,

Penelitian dilakukan pada Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dinas ini baru
terbentuk pada tahun 2017 dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
Selanjutnya didasarkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun

2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

43
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Non Perizinan Pada Dinas Pernanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung,

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 5
ayat (3) Pclayanan barang publik meliputi:

a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan olch instansi
pemerintah vang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara dan/atav anggaran pendapatan dan belama
daerah;

b.  Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleb suatu badan
usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dar
kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

¢.  Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pem-biayaannya tidak
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran
pendapatan dan belanja dacrah atau badan usaha yang modal pendirian-nya
sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisabkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi

negara yang ditctapkan dalam peraturan perundang-undangan.
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Sementara itu, Pasal 5 ayat (4) pelayanan atas jasa publik meliputi:

a.  penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh
dananya bersumnber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b.  penyediaan jasa publik oleb suatu badan usaha yang modal pendiriannya
sebagian atau seluruhnya ver-sumber dari kekayaan negara dan/atau
kekayaan daerah yang dipisahkan: dan

¢.  penyediaan jasa publik yang pembiayvaannva tidak bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah
atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya
bersumber dan kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan,
tctapt  ketersediaan-nya menjadi mis1i negara yang ditctapkan dalam

peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 5 ayat (7) pelayanan administratif meliputi;

a.  Tindakan administratif pcmerintah vang diwajibkan oleh negara dan diatur
dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan
perlindungan pribadi, keluarga, kebormatan, martabat, dan harta benda.

b.  Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleb
negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan

berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.
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Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa yang dimaksud dengan
pelayanan publik adalah scgala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelaysnan publhik sebagai upaya pemenuhan kcbutuhan penerima
pclayanan, maupun dalam rangka pclaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
a. Kedudukan

1) Dinas Penanaman Modal, Tcnaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah, penyelenggara urusan pemerintahan daerah di
bidang Peranaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2) Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
vang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kedudukan ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan

Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
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b. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan dacrah di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan asas

otonomi pcmbantuan

c. Fungsi

Untuk memyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
pasal 35, Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan

Pclayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

1} DPerumusan kcbijakan teknis bidang penanaman modal, tenaga
kerja, transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai
dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah;

2) pembenan dukungan atas perencanaan, pembinaan dan
pengendalian kebijakan teknis penanaman modal, tenaga kerja,

transmigrasi dan pelayanan terpadu satu pintu;
3) pembinaan dan pelaksanaan tugas penanaman modal;
4) pembinaan dan pelaksanaan tugas tenaga kerja:
5} pembinaan dan pelaksanaan tugas transmigrasi;
6) pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu satu pintu;
7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
8) pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;

9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.
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d. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdin dar ¢

1. Kepala Dinas;
2. Sekretartat, membawahkan ;
a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;,

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Ll

. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
a. Sekst Data Jnformasi Dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal:
b. Seksi Perencanaan, Pengemabngan dan Promosi dan Penanaman
Modal.
4. Bidang Tenaga Kcrja, membawahkan :
a. Sekst Penempatan dan Pclatihan Ketenagakerjaan;
b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsosnaker.
5. Bidang Transmigrasi, membawahkan :
a. Scksi Pembinaan, Pcmberdayaan dan Pelayanan Masyarakat
Transmigrast;
b. Seksi Pemukiman, Perpindahan dan Pengembangan Kawasan

Transmigrasi.

o

. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawabkan :
a. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;
b. Seksi Pelayanan Non Perijinan Usaha.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Keadaan Pegawai
Secara keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Penanaman Modal Tenaga
Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 33 (tiga

puluh tiga) orang yang terbagi dibcberapa bidang dan seksi. Secara khusus
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pada Bidang PTSP terdapat 9(sembilan) orang pegawai dengan rincian sebagai

berikut:
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai pada Bidang PTSP
No Jen‘is Jabatan Jumlah
1. Kepala Bidang ] Orangﬂ “
2. .-[-(epala Scksi 2 Orang
3. Staf Pcial;salnma 6 Orang
Jumlah N 9 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2018

Jika melihat dari jumlah yang ada pada bidang PT'SP tersebut, jumlah ini masih
sangat sedikit. Melihat dari rincian pekerjaan yang dilakukan yaitu menerima
berkas permohonan, melakukan verifikasi berkas, meninjau lapangan,

memproses ijin ini tidaklah berbanding lurus denpgan jumlah pegawai yang ada.

Dari jumlah pepawai yang ada tersebut, kualifikasi pendidikan yang dimiliki
adalah bermacam-macam. Ada pegawai dengan tingkat pendidikan SMA, D3

dan S1. Kualifikasi tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Tingkat Pendidikan Pegawai
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. SMA 3 Orang
2. D3 1 Orang
3. Sl 5 Orang
Jumiah 9 Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2018
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Kualifikast pendidikan juga menentukan kompetensi pegawai  dalam
meclakukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Selain dalam keseharian
dituntut untuk cekatan dalam bekerja, pendidikan mempengaruhi kualitas hasil
dari apa yang dilakukan. Selain itu dari data vang ada. pegawai dengan tingkat
pendidikan yang lebih tinggi telah menduduki posisi jahatan yaitu kepala
bidang dan kepala seksi (sumber data bagian kepegawaiam dan umum tahun

2018).

B. Hasil Penelitian
1. Mekanisme¢ Pelayanan Perizinan

a. Dasar Kebijakan atau Perda yang digunakan

Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada
dinas pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Tana Tidung mengeluarkan
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas
Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tana Tidung. Berisi tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang
selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu
kesatuan proses mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013
Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung,
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Pctunjuk Tcknis Standar

Pelayanan Pemberian Izin Tertentu dan Perizinan Lainnya pada Kantor
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Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung,
Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Administraasi Terpadu Kecamatan Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun
2017 tentang Tata Kerja Dinas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu.

“Kalau dasamya sih sudah jelas ya, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Tidung adalah dasar pembentukan dinas kami, lalu perbup no. 36 tahun
2018  tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan
perijinan dan non perijinan.”

Demikian menurut hasil wawancara dengan Kepala Bidang PTSP.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pinto (PTSP) merupakan salah satu
program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas
birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan scbagai upaya mencapal

good governance/kepemerintahan yang baik.

b. Bentuk Pelayanan yang diberikan

Didasarkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Pada Dinas Pernanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung, PTSP melayani

penerbitan perizinan sebanyak 97 layanan (lihat lampiran ke-I) :

Hasil wawancara dengan petugas di bagian pemrosesan ijin :
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“Kami melayani ada 97 jenis ijin, tapi tidak semuanya berjalan karena tidak
ada pemohon yang mengajukan. yang sering kami layani sih ya IMB, SITU,
SIUP, SIUJK, TDP. Dari 97 jenis ijin itu ya masih ada ijin praktek, ijin
pariwisata dan lain-lain.”

Demikian juga diungkapkan kepala Bidang PTSP :

“Kalau dasarmya sih sudah jelas ya, Peraturan Dacrah Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Tidung adalah dasar pembentukan dinas kami, lalu perbup no. 36 tahun
2018 tentang pendelegasian  wewenang  penyelenggaraan  pelayanan
perijjinan dan non perijinan. Dari perbup pendelegasian kewenangan itu,
kami menangani penerbitan perjinan dan non perijinan schanyak 97 jenis
yin.”
Peraturan terscbut dapat menciptakan kepastian bag) aparat pemerintah di
Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam
modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, diperlukan
juga pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu

yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur pada setiap jenis ijin yang

diterbitkan.

¢. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pelayanan

Syarat-syarat untuk pengurusan jzin yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung
telah disusun sesederhana dan seringkas mungkin supaya masyarakat yang datang
untuk mengurus perizinan mudah untuk memenuhinya. Masyarakat yang akan
mengurus izin cukup datang ke PTSP Kabupaten Tana Tidung untuk mengetahui

persyaratan apa saja yang diperlukan. PTSP Kabupaten Tana Tidung sangat
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terbuka mengenai persyaratan perizinan ini, karena keterbukaan ini bertujuan
untuk kelancaran dari proses perizinan itu sendiri.

Kesederhanaan dan kejelasan persyaratan yang ditetapkan di PTSP Kabupaten
Tana Tidung ini sesuai dengan prinsip pelayanan publik dalam Pedoman Umum
Pcnyelenggaraan Pelayanan Publik yang tertuanyg dalaam KEPMENPAN Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 yang di dalamnya menyatakan bahwa salah satu unsur
yang harus terpenuhi yaitu soal kejelasan. Kejelasan yang dimaksud disini vaitu

soal kejelasan persyaratan teknis dan administrasi.

Persyaratan umwm untuk setiap pengurusan izin pada PTSP Kabupaten Tana
Tidung adalah :

I. Mengajukan Penmohonan Surat Izin yang hendak di urus ditujukan kepada
Bupati Tana Tidung Cgq. Kepala Kantor Pelayanan Pernizinan Terpadu
dengan materai Rp. 6.000,-

2. Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui Kepala
Lingkungan/Dusun, Kepala Desa/Lurah, dan Camat

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4, Fotocopy Bukti Pelunasan SPPT PBB Tahun berjalan

5. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah diketahui oleh Camat

6. Akta pendirian perusahaan (Khusus untuk Usaha Usaha yang berbadan
hukuim)

7. Rekomendasi dan instansi teknis (Khusus usaha tertentu)

8. Keterangan Situasi Bangunan (KSB) mengenai batas-batas dan gans
sempadan bangunan (Khusus IMB}
9. Gambar rencana bangunan 2 (dua} rangkap (Khusus IMB)

10. Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) Lemmbar

Menurut petugas di bagian pemroses ijin :

“Persyaratannya mengisi formulir yang kami sediakan, kemudian melengkapi
berkas persyaratan seperti fotokopt KTP, Rckomendasi dan Desa, ataupun
Akta perusahaan, pasfoto dan lain-lain yang telah kami tetapkan sesuai jenis
perijinan yang diajukan.”
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Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk meperoleh
1zin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau
surat-surat kelengkapan dan surat pernyataan. Scmua persyaratan harus dipenuhi

untuk dapat dilakukan proses selanjutnya.

d. Mekanisme/prosedur pelayanan perizinan

Prosedur dan proses pelayanan dapat berjalan dengan baik apabila ada kerja sama
antara pihak-pibak yang terlibat secara langsung, dalam hal ini pihak yang terkait
vaitu pthak PTSP Kabupaten Tana Tidung sebagai pihak yang memberi pe-
layanan dan masyarakat sebagai pemohon (menerima pelayanan). Pemohon /
masyarakat harus menjalankan prosedur yang ada dengan benar dan memper-
siapkan persyaratan yang dberikan oleh PTSP Kabupaten Tana Tidung kepada
pemohon de-ngan lengkap supaya pelayanan bisa berjalan dengan cepat dan dapat
memuaskan masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Prinsip pelayanan publik dalam KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN /7/2003
tentang Pcdoman Umum Pe-nyelenggaraan Pelayanan Publik men-jelaskan
kesederhanaan merupakan hal yang harus diterapkan. Kesederhanaan tersebut
berupa kesederhanaan prosedur pelayanan yang di susun sedemtkian rupa agar
tidak berbelit-belit sehingga mudah wuntuk dipahami dan dilaksanakan.
Kesederhanaan prosedur di PTSP Kabupaten Tana Tidung juga dapat dilihat dari
ba-gan alur dalam proses pemnberian pela-yanan satu pintu. Melalui bagan model
pelayanan tersebut dapat dimengerti alur suatu berkas perizinan yang masuk
diproses melalui prosedur yang telah ditetapkan sehingga pada akhimya keluar

surat keputusan izinnya.
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Berikut adalah hasil wawancara dengan stat dibagian pemnrosesan ijin:

“Prosedumya sih pemohon bisa datang kesini, lalu kami layani dengan
mengist formulir pendaftaran. Pemohon harus melengkapi beberapa
kelengkapan persyaratan mengajukan ijin.”

Ditambahkan uraian oleh petugas tersebut:

“Sctelah memenuhi persyaratan dan kelengkapan tadi. kami akan lakukan
peninjauan pada hari yang kami tentukan, dan jika disetujui akan kami
terbitkan 1jinnya. dan dimintakan tandatangan. Tapi semua memang butuh
waktu untuk memprosesnya.”

Persyaratan perijinan berupa dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh
pemohon. Sehingga dalam memenuhi persyaratan yang ada, pemohon harus

melengkapi dokumen-dokumen yang diminta dan dibutubkan.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tana Tidung

a. Transparansi

Dalam wawancara dengan salab seorang aparat pelayanan penzinan di PTSP
Kabupaten Tana Tidung yang bertugas di bagian loket pelayanan dikutip:
“Mekanisme pelayanan perizinan dikantor kami sebenarnya sudah sangat
jelas dan transparan, karena pemohon yang ingin melakukan izin dapat
memperoleh informasi secara jelas dan terbuka. Kami juga menyediakan
layanan informasi melalui media elektronik jaringan internet deungan
mengakscs wcebsite kami. Disana akan didapatkan informasi secara
gamblang dan pcmohon juga bisa langsung berkomunikast dengan kami
tentang perizinan yang akan diajukan.”
Dengan demikian, pelayanan perizinan di PTSP Kabupaten Tana Tidung
sudah cukup baik dibandingkan dengan sebelumnya, karena masyarakat tidak lagi

beranggapan bahwa pengurusan berkas periinan itu sulit dan nibet. Masyarakat

juga tidak perlu mendatangi banyak kantor yang memiliki prosedur berbeda di
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setiap kantor. Namun hal tersebut tidak scjalan dengan yang diungkapkan oleh
seorang pemohon yang ingin mengajukan izin usaha yang didirikannya:
“Saya mengurus perizinan SITU dan SIUP, memang informasi yang
disampaikan pada awal mengajukan permohonan sudah cukup jelas. Namun
ketika sava sudah mengajukan ijin, dan ijin saya helum jadi-jadi, saya
tanyakan kapan sclesainya? Jawahan yang diberikan tidak pasti, katanya
masth diSekretariat Daerah untuk ditandatangani. Namun tidak bisa
memberikan kepastian kapan selesainya.”
Ketika hal int dikonfinmasi kepada Kepala Seksi Pelayanan Perijinan Usaha,

didapatkan hasil kutipan wawancara:

“Yah memang untuk kepastian sclesainya proses perijinan kami tidak dapat
memberikan kepastian. Karena untukj saat ini penandatanganan berkas
perijinan oleh Bupati dan prosesnya harus melalui pengesahan dari pejahat
dibawahnya. Namun kakami berupaya untuk tetap transparan dan
memberikan informasi kepada pemohon apabila ijinnya sudah jadi™

Salah satu prinsip dalam pelayanan terpadu satu pintu adalah kepastian
waktu, yang berarti pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha
pemohon, prinsip ini juga yang harus dilaksanakan oleh PTSP Kabupaten Tana
Tidung selaku Badan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu satu pintu di
Kabupaten Tana Tidung. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan
Perizinan Usaha PTSP Kabupaten Tana Tidung dikutip:

“Persoalan waktu pemerosesan izin kami sudah cukup transparan,

masyarakat atau pemohon perizinan bisa melihat sendin standar waktu yang

kami pajang di bagian informasi. Kalau memang ada yang tidak sesuai
silahkan sampaikan ke layanan pengaduan”.
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Wawancara dengan salah satu petugas di bagian pemrosesan izin mengatakan

bahwa ;
“Pemohon yang melakukan izin pemrosesannya rata-rata sesuai dengan
standar yang ditetapkan kantor, kecuali jika ada masalah di dalam mengisi
formulir, biasanya surat izin pemrosesan terlambat jika konfirmasi dari
pemohon lambat ditanggapi. Tetapi jika konfirmasi dilakukan secepatnya,
pcmrosesan tetap berjalan sesual dengan standar kantor. Karena jika

mendapat permasalahan tersebut, kami langsung mcnghubunginya melalui
telepon.”

Kecterbukaan atau transparansi dalam  pelayanan membuat informasi mudah
dipahami dan tidak diragukan lagi kebenarannva. Keterbukaan dalam pelayanan
berhubungan dengan informasi berita, pernyataan, dan kebijakan publik yang
mcmpengaruhi pemahaman masyarakat atas infornmast yang diterima oleh
masyarakat luas tanpa ada keragu-raguan sehingga informasi yang disampaikan

menjadi jelas dan memberikan kepastian,

Selanjutnya Kepala Bidang PTSP Kabupaten Tana Tidung menyatakan:

“Untuk beberapa jenis perizinan kami sangat berharap kerja sama dan

profesionalisme dari tim teknis, karena walaupun telah di SK kan untuk

berkantor di sini, terkadang tim teknis juga jarang berada disini. Sehingga
hal ini tentu bisa menjadi penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan di PTSP Kabupaten Tana Tidung.”

Pembentukan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
dasamya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan
non-perizinan yang salah satunya adalah mempercepat waktu pelayanan dengan
mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, seperti waktu
yang dihabiskan oleh pemohon izin untuk mendatangi berbagai instansi.

Koordinasi yang lebih baik antar instansi yang terkait dengan perizinan juga akan

sangat berpengaruh terbadap percepatan layanan penizinan.
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b. Akuntabilitas

Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam sektor
pelayanan publik di Kabupaten Tana Tidung mengingat cukup tingginya
kebutuhan masyarakat ataslegalitas perijinan. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Tana Tidung melalui PTSP Kabupaten Tana Tidung dituntut bukan
hanya mampu menyclenggarakan namun dapat lebih memudahkan masyarakat
dalam melakukan proses permohonan perizinan.

Dalam pasal 7 Undang- Undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang
dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa sctiap kegiatan
dan  hasil dan  kegiatan  penyelenggaraan  negara  harus  dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagal pemegang kedaulatan
tertinggl negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang
berlaku.

Syarat penyelenggaraan perizinan merupakan hal pertama yang harus
dipenuhi masyarakat agar permohonan izin yang diajukan kepada PTSP
Kabupaten Tana Tidung dapat diproses. Jadi sudal seharusnya syarat ini harus
ada, tetapi bukan untuk memberatkan masyarakat.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PTSP Kabupaten Tana
Tidung:
“Permohonan perizinan di Kabupaten Tana Tidung masih rendah karena
wilayah Kabupaten Tana Tidung yang begitu beragam, luas dengan
geografis yang sulit diakses dengan perjalanan darat, sehingga masyarakat
enggan mengajukan permohonan perijinan. Permohonan izin ini cukup
tinggt tinggi ditahun-tahun scbelumnya, namun saat ini menurun. Namun
demikian kami harus betul-betul menyeleksi dan menetapkan syarat yang

tepat. Syarat-syarat ini bukan untuk membatasi tetapi untuk menghindari
tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab™.
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Terlalu rentannya praktik-praktik  penipuan dan percaloan disektor
pelayanan publik khususnya petayanan perizinan memang menjadi masalah dalam
upaya menciptakan pelayanan yang prima bagi masyarakat, Berikut kutipan

wawancara dengan Kepala Bidang PTSP;

“Syarat-syarat perizinan di PTSP Kabupaten Tana Tidung kami harap dapat
menunjukkan kepada masyarakat, bahwa syarat penyelenggaraan perizinan
tidak lagi sulit seperti dulu. schingga masyarakat dapat melakukan
permohonan perizinan sendiri tanpa melalui calo lagi. Di samping itu kami
sengaja mencantumkan beberapa syarat tentang data diri dan fote pemohon
schingga potensi-potensi untuk praktik percaloan semakin kecil™.
Kemudahan yang telah diberikan dalam hal persyaratan penyelenggaraan
perizinan ini tentu dapat memberikan dorongan positif bagi masyarakat di
Kabupaten Tana Tidung untuk lcbih percaya kepada pihak penyelenggara
perizinan, dalam hal ini PTSP Kabupaten Tana Tidung.  Seperti yang
diungkapkan oleh seseorang yang mengurus perijinan untuk usaha dagang eceran
yang dikelolanya:
“Sekarang nengurus pcrizinan untuk usaha tidak sesulit dulu lagi.
Sebelumnya jika mengurus izin usaha saya harus mcndatangi beberapa
dinas dan setiap dinas memiliki syarat yang hermacam-macam padahal
kalau dilihat syaratnya hampir serupa di setiap dinas. Saat ini saya
mengurus izin usaha saya dan ternyata syaratnya sudah tidak sebanyak dulu,

kalau kata petugas yang menjelaskan ini namanya pelayanan terpadu satu
pintu”.

Dari kemudahan dalam melayani tentu akan didapatkan hasil yang baik

dalam proses pencrbitan perijinannya. Baik hasil berkas ijinnya maupun kepuasan

dari pemohon tersebut. Dengan adanya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
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Pintu pemohon akan lebih ringkas dalam melakukan permohonan tanpa perlu

mengajukan permohonan ke berbagai instansi vang terlibat.

¢. Kondisional

Salah satu indikator yang menentukan keberhasilan penyclenggaraan
pclayanan publik khususnya pelayanan perizinan adalah pelayanannya tepat dan
ditcrima dengan benar hal itu tentunya harus ditunjang oleh kuoalitas sumber daya
manusia yang dimiliki oleh penyelenggara pelayanan perizinan. Kualitas SDM ini
berkaitan kemampuan setiap aparat pelaksana pelayanan perizinan dalam
menjalankan kewajibannya melayani kebutuhan masyarakat atas jasa layanan
perizinan. Selain kemampuan yang dimiliki oleh aparatnya, kualitas sumber daya
manusia penyelenggara pelayanan perizinan juga dapat dinilai dari perilaku yang
ditunjukkan oleh aparat pelaksana pelayanan perizinan dalam melayani
masyarakat. Perilaku yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana pelayanan perizinan
tentu akan berdampak terhadap penilaian masyarakat atas layanan perizinan yang
diselenggarakan.
Berikut hasil wawancara dengan salah seorang yang pernah melakukan izin yang
mengatakan bahwa :

“’Saya merasa dalam pelayanan perizinan di kantor PTSP Kabupaten Tana

Tidung biasa saja, imi dibuktikan oleh pelayanan yang diberikan oleh

pegawai yang ada di kantor tersebut”’

PTSP memang sangat memperhatikan tentang akurasi pelayanan yang
diberikan, karena hal tersebut merupakan salah satu misi dari PTSP Kabupaten
Tana Tidung. Dengan terciptanya pelayanan yang akurat secara otomatis akan

menambah minat masyarakat untuk melakukan proses perizinan. Beberapa cara
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PTSP Kabupaten Tana Tidung untuk menciptakan proses pelayanan yang akurat
yaitu :
1) Penyederhanaan Administasi Perizinan
Melakukan Penyederhanaan Administasi Perizinan dengan membuat satu
permohonan perzinan untuk semua perizinan usaha dan melakukan pelayanan izin
paratel,
2) Penyederhanaan Proses Perizinan
Membuat SK Tim Teknis yang ditempatkan dan berkantor di PTSP Kabupaten
Tana Tidung untuk membertkan Rekomendasi Teknis layak tidaknya izin tersebut
diterbitkan. Dengan adanya tim teknis maka dalam penerbitan izin tidak lagi
berdasar dari rekomendasi dari SKPD yang berkaitan melainkan hanya melalui
rckomendasi tim teknis sehingga permobonan hanya diproses pada satu tempat
sesuai konsep PTSP. Melihat kondisi sekarang kantor PTSP Kabupaten Tana
Tidung sudab sangat berbasil dengan proses pelayanan yang akurat. Hal tersebut
diperkuat oleh salah seorang yang pernah melakukan perizinan usaha yang
mengatakan bahwa :
“’Pelayanan yang akurat yang diberikan oleh pegawai yang ada pada kantor
PTSP Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

oleh kantor tersebut, bal ini mengakibatkan saya merasa puas karena
kepengurusan izin saya sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Syarat dan mekanisme yang yang di tetapkan dalam penyelengpgaraan
pelayanan perizinan tentu akan berimbas terhadap waktu untuk menyelesaikan
proses perizinan yang dibutuhkan masyarakat. Jangka waktu yang dimaksud di

sini, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan mulai dari
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pendaftaran dan dilengkapinya/dipenuhinya persvaratan teknis dan atau
persyaratan administratif sampai dengan selcsainya suatu proses pelayanan.

Sudah tentu harapan masyarakat adalah memperolch perizinan yang
dibutuhkannya secepat mungkin sesuai harapannya. Harapan masyarakat untuk
jangka waktu perizinan yang dibutuhkannya, kemudian hcrupaya di penuhi oleh
pemerintah melalui penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

3) Aparat

Jumlah dan Kemampuan aparat dalam melaksanakan pelayanan menjadi hal
mutlak yang diperhatikan. imi berbanding lurus dengan banyaknya pelayanan
perijinan yang akan diberikan kepada masyarakat selaku pemohon.

Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Bidang PTSP :

“Kalau untuk jumlah pegawai sih, bisa dikatakan sangat kurang ya. Lihat
saja kami melayani hanyak sekali jenis perijinan, namun secara teknis kami
hanya memiliki Sembilan pegawai yang harus merangkap pekerjaan.”

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan salah seorang petugas pelayanan :

“Jumlah kami sangat kurang disini, bahkan saya harus menangani pekerjaan
enerima permohonan, memeriksa berkasnya, ikut meninjau lapangan, dan
saya juga yang memhuat berkas ijinnya.”

Pembagian pekerjaan yang merata dengan jumlah pekerjaan yang banyak maka
memerlukan jumlah pegawai yang banyak pula. Jika jumlah pegawai kurang
memadai maka mengakibatkan pembagian pekerjaan tidak merata dan dapat
menimbulkan pegawai merangkap pekerjaan schingga pekerjaan menjadi

menumpuk.

4) Diklat Pegawai
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Pelatihan dan pendidikan dapat memperkenalkan prinsip-prinsip inti dari
layanan publik,yang secara khusus terfokus kepada ruang lingkup dan kebijakan
pelayanan di instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan publik. Matcri pelatihan dikombinasikan dari tiga aspek dasar, vaitu:
aspek teknis pelayanan, aspek manajemen pelayanan, dan aspek integritas pribadi
untuk pelayanan publik vang herkualitas. Materi difokuskan untuk memahami
manajemen mutu, cara kerja vang efektit untuk pelavanan berkualitas, integritas
dan kcpribadian positif untuk pelavanan herkualitas. komunikasi dan interaksi,
kecerdasan emosional dalam pelayanan, tata krama dan etiket pelayanan,
pelayanan dari hati yang memiliki nilai-nilai pengabdian kepada hangsa dan
negara, scrta cara menangani realitas layanan di lapangan dari berbagai aspek

pelayanan yang menyentuh persoalan sehari-hari dalam pelayanan publik.

Dalam pelatthan dan pendidikan terjadi kegiatan yang interaktif, partisipatif,
dan produktif. Melaksanakan diskusi, permainan dan kuis, demonstrasi dan
praktek, presentasi, menceritakan cerita pelayanan, permainan peran, contoh-
contoh kerumitan pelayanan, dan pemecahan masalah. Pegawai akan bekerja
secara individual dan kelompok melalui berbagai contoh dalam realitas pelayanan.
Contoh yang disediakan untuk lingkungan pelayanan seperti tatap muka, help-
desk, dukungan call center. dan scbagainya. Para peserta juga mengeksplorasi
sejumlah mectode untuk menangani  keluhan publik, belajar bagaimana
mengatakan ‘tidak’, tapt tidak menyakiti perasaan warga yang dilayani, dan

menemukan eara untuk mengatasi tantangan yang berbeda secara profesional.

Manfaat Pendidikan dan Pelatiban: (1) Mengurangi dan menghilangkan

kinerja yag buruk; (2) Meningkatkan produktivitas; (3) Memhentuk sikap,
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toyalitas, da kerja sama yag lebih menguntungkan; (4) Memecnuhi kebutuhan
perencanaan sumberdaya manusia; (5) Mengurangi frekuensi dan hiaya
kecelakaan kerja; (6) Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan
pribadi mercka. Kelemahan dalam sistem pendidikan dan pelatihan yang ada saat
ini adalah pendidikan dan pelatithan tidak dikaitkan dengan sistem analisis jabatan
schingga pendidikan dan pelatihan tidak mampu mengupgrade kemampuan
pegawai dalam pelaksanaan tugasnya karcna tidak sesual antara materi pendidikan

dan pelatihan dengan kebutuhan pegawai.

Pendidikan dan pelatihan juga tidak dikaitkan dengan sistem kompensasi
atau pola karir pegawal, sehingga pegawai tidak termotivasi untuk melakukan
pendidikan dan pelatihan tersehut atau kalaupun termotivast hanyalah sekedar
lulus, agar tidak merasa malu ketika kembali ke tempat bekerja. Kelamahan
lainnya adalah pendidikan dan pelatihan memhutuhkan biaya yang cukup besar
namun anggaran tidak mencukupi. Akibatnya pelayanan puhlik herjalanan tidak
maksimal karena selain permasalan kelemahan diklat, pegawai pada daerah
provinsi baru Kalimantan Utara juga jumlahnya masih sangat minim.

Hasil wawancara dengan petugas pelayanan :

“Kami jarang sekali mengikuti kegiatan diklat atau bimtek. Jadi kemampuan
kami ya tetap seperti ini. Padahal saat ini banyak sekali aplikasi perijinan
online yang hartus kami pelajari™

Peningkatan  sumber dava aparatur harus selalu dilakukan, salah satu

penunjangnya adalah dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

d. Partisipatif

1) Rincian Biaya
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Biaya pelayanan perizinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
besaran biaya administrasi yang ditetapkan untuk setiap pelayanan perizinan,
sebagai imbalan atas pcmberian pelayanan winum yang besaran dan tata cara
pcmbayarannya ditctapkan oleh pejabat vang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selama int banyak yang menganggap bahwa penetapan biaya untuk layanan
perizinan tidak wujar dun kadang mengada-ada cleh karena itu dibutubkan
ketetapan yang transparan untuk biaya pelayanan perizinan. Schingga dengan
adanya kepastian akan biaya pelayanan sangat penting untuk memberikan jaminan

kepada masyarakat untuk mengurus perizinan yang dibutuhkannya.

Di samping itu juga untuk memperbaiki pandangan masyarakat atas
pelayanan perizinan yang selama ini dianggap tidak wajar dalam penetapan biaya.
Scperti yang disampaikan olech Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan Usaha
PTSP Kabupaten Tana Tidung bahwa:

“Banyak yang beranggapan bahwa biaya pelayanan publik terlalu mahal

apalagi pelayanan perizinan. Oleh karena itu dengan menggratiskan biaya

pelayanan di PTSP Kabupaten Tana Tidung bertujuan untuk lebih

menngankan masyarakat dalam mengurus perizinan, dan kami berharap ke
depannya tidak akan lagi ada usaha yang tidak memuliki izin”.

PTSP Kabupaten Tana Tidung menetapkan standar pelayanan untuk biaya

Izin usaha dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Jenis Izin Usaha Biaya
No Jenis Izin Usaha Biaya
1 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Gratis
2  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Gratis
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3 Tanda Daftar Gudang (TDG) Gratis
4  Tanda Dafar Industri (TDI) Gratis
5 lzin Usaha Industn (IU]) Qratis

Sumber data; PTSP, Tahun 2018

Dan tabel diatas dapat dilihat bahwa biaya pelavanan untuk izin usaha yang
ditetapkan tidak dikenakan biaya sama sekali. Hal ini untuk mcnegaskan upaya
pemerintah  untuk mendorong masyarakat untuk lebih partisipatif  dalam

kepemilikan izin.

Berikut ini wawancara Kepala PTSP Kabupaten Tana Tidung menyatakan:
“Masyarakat tidak perlu khawatir untuk jenis perizinan yang dikenakan
biaya retribusi karena di kantor ini tclah tersedia tabel untuk penghitungan
biaya retribusi setiap perizinan. Disamping itu, masyarakat hanya membayar
biaya retribusi di loket Bankaltim yang ada di kabupaten ini, bukan lagi
kepada petugas yang menyerahkan izin.”

Tanggapan yang dibertkan masyarakat untuk biaya pelayanan di PTSP Kabupeten

Tana Tidung juga cukup positif dengan menggratiskan biaya pelayanan dan lebih

terbuka dalam penetapannya. Seperti yang disampaikan oleh seorang vang igin

mengurus izin bahwa:

“Saya datang di kantor PTSP Kabupaten Tana Tidung mengurus SIUP
untuk usaha kontruksi milik saya, awalnya saya mengira biayanya cukup
mahal tapi ketika saya akan mengambil surat izinnya temmyata untuk SIUP
tidak dikenakan biaya, hanya biaya pembelian materai, tidak ada biaya lain
yang diminta oleh petugusnya.”
Komunikasi yang batk antara petugas dan pemohon tentu akan berimbas terhadap
tanggapan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh
PTSP Kabupaten Tana Tidung. Oleh karena itu sebaiknya disamping melayani

aparat pelayanan juga dapat membantu memberikan penjelasan kepada

masyarakat yang membutuhkan perizinan. Hal lain yang diungkapkan oleh aparat
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yang bertugas di bagian informasi PTSP Kabupaten Tana Tidung vang
mengatakan bahwa :

“Tidak ada biaya yang diberikan kepada petugas yang menyerahkan izn
usaha. Tetapi, biasanya ada masyarakat yang memberikan uang sukarela
sebagai ucapan terima kasih, dan ini sclalu kami tolak”

Upaya perbaikan kualitas pclayanan perizinan tentu harus berjalan lurus
dengan partisipasi masyarakat dalam mengikuti peraturan yang tclah ditetapkan
olch pemenntah. Budaya tip dan kebiasaan memberi sogokan vang masih sering
dilakukan oleh masyarakat malah scbaliknya akan memberikan dampak negatif
terhadap upaya pemerintah dalam perbaikan pelayanan publik. Atas fenomena
masith banyaknya masyarakat yang memberikan biaya untuk memperolch
perlakuan khusus dan juga tip kepada petugas, merespon keras dengan
menyatakan:

“Jika kami menemukan ada petugas yang menerima uang yang di berikan
oleh masyarakat baik tip maupun untuk memperoleh perlakuan khusus tentu
akan ditindak tegas, karena sckecil apapun yang diberikan, itu tetaplah suap
dan jelas melanggar peraturan. Karena itu kami telah menghimbau kepada
seluruh petugas untuk tidak menerima apapun yang diberikan oleh
pengguna jasa, dan jika masih ada yang memberikan kami berharap petugas
pelayanan dapat memberikan penjelasan tentang peraturan yang berlaku.”

Standar untuk biaya pelayanan yang ditetapkan oleh PTSP Kabupaten Tana
Tidung tentu harus menjadi pegangan bagi setiap pegawainya agar dapat bekerja
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan layanan perizinan terpadu
satu pintu (PTSP) dalam pelayanan penizinan di Kabupaten Tana Tidung di
anggap telah memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat untuk
memiliki legalitas atas kegiatan yang di laksanakan, baik usaha maupun non

usaha. Di sisi lain tentu hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah melalui

biaya retribusi atas perizinan yang yang di berikan. Seperti yang di sampaikan
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oleh Kepala Bldang Pelayanan Perizinan Non Usaha PTSP Kabupaten Tana

Tidung bahwa:
“Sejak diberlakukannya sistem pelayanan terpadu satu pintu dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Tidung dimulai
dari tahun 2016 yang di selenggarakan oleh Kantor PTSP Kabupaten Tana
Tidung dan terus berdiri hingga sekarang telah menunjukkan peningkatan
pelayanan namun jumlah permohonan perizinan belum mengalami kenaikan
yang cukup signitikan.”
Jumlah perizinan yang tclah diterbitkan di Kabupaten Tana Tidung sejak
diterapkannya sistem pclayanan terpadu satu pintu, menunjukkan bahwa sistem
pelayanan perizinan yang diterapkan telah mendorong pantisipasi masvarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tana Tiidung. Hal ini
di karenakan masyarakat tclah memiliki kepercayaan atas pelayanan perizinan
yang disclenggarakan oleh PTSP Kabupaten Tana Tidung. Selain herdampak
terhadap jumiah perizinan yang diterbitkan, penerapan sistem pelayanan perizinan
terpadu satu pintu di Kabupaten Tana Tidung juga berdampak terhadap

pendapatan Pemerintah Kabupaten melalui retribusi yang diperoleh dari

masyvarakat atas kegiatan yang mereka lakukan.

Tabel 1.4
Jumlah Penerbitan Surat Izin Pada PTSP Kabupaten Tana Tidung
No Jenis Izin 2016 2017 2018
1 IMB 60 40 56
2 SITU 130 70 35
3 SIUP 132 70 35
4 TDp 70 42 19

Sumber: PTSP, 2018

Dilihat dan tabel diatas, jumlah orang yang melakukan izin usaha perdagangan
pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena

semakin banyaknya orang mempunyai usaha perdagangan sehingga orang yang
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baru ingin membuka usaha perdagangan memiliki ketakutan untuk bersaing
dengan usaha sebelumnya. Namun jumiah IMB meningkat pada tahun 2018, hal
ini disebabkan orang yang ingin membuka usaha baru sampai tahap mendirikan

bangunannya.

e. Kesamaan Hak
Pelayanan perizinan merupakan salah satu bagian penting dalam proses pelayanan
pubiik, mengingat izin akan memberikan jaminan keamanan atas kegiatan yang
dilakukan masyarakat. Dengan memberikan kemudahan dalam pcrizinan tentu
akan membantu masyarakat agar mentaati Undang-undang yang berlaku.
Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada dasarnya bertujuan untuk
menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dalam bentuk
memperccpat waktu pelayanan, menekan biaya pelayanan, dan menyederhanakan
persyaratan. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu masyarakat dapat
memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan
jaminan hokum darn formalitas yang dimiliki.
Dalam wawancara dengan seorang yang pemah melakukan perizinan usaha yang
mengatakan bahwa:
“’Kalau saya ingin uzaha perdagangan saya di lindungi oleh hukum kan
seharusnya legal dan untuk melegalkan usaha saya. Saya harus mempunyai
surat izin usaha perdagangan dari kantor PTSP Kabupaten Tana Tidung,
saya juga merasa nyaman kalau sudah ada payung hukumnya.’’
Hal tersebut diperkuat olech Kepala Bidang Perizinan Non Usaha yang
mengatakan bahwa :

“’Setiap masyarakat yang ingin melakukan usaha perdagangan harus
mempunyai izin. Apabila terdapat masyarakat yang tidak mempunyai surat
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1zin maka masyarakat tersebut tclah melanggar hukum yang telah ditctapkan

oleh pemerintah.”

Adapun dasar hukumnya berdasarkan SOP vang sudah ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten Tana Tidung yaitu Pcraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2013 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Penanaman Modal dan Pelayvanan Perizinan Terpadu Kahupaten Tana Tidung,
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknmis Standar
Pelayanan Pemberian 1zin Tertentu dan Perizinan Lainnya pada Kantor
Penanaman Modal dan Pelayanan Pcrizinan Terpadu Kahupaten Tana Tidung,
Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pclayanan
Administraasi Terpadu Kecamatan Pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Tana Tidung, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

PTSP Kabupaten Tana Tidung sebagai penyelenggara pelayanan perizinan
terpadu satu pintu di Kabupaten Tana Tidung tentu di harapkan dapat
menjalankan kewajibannya menyelenggarakan pelayanan perizinan dengan sistem
yang baik dan tepat seperti yang diharapkan bersama, baik olch masyarakat
maupun pemerintah. Melalui regulasi vang jelas dan tepat, persyaratan yang jelas,
mekanisme yang sederhana, waktu yang lebih singkat dan pembiayaan yang wajar
dan terbuka maka proses penyelenggaran pelayanan perizinan di Kabupaten Tana
Tidung menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat

disamping itu akan menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan Pemerintah
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Daerah menjalankan fungsinya scbagai abdi Negara maupun sebagai abdi

masyarakat.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam pelaksanaan Pelayanan

a. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pelayanan

PTSP di PTSP Kabupaten Tana Tidung memiliki 3 (tiga) taktor pendukung,
yaitu: taktor administrasi; faktor 7urernal kantor dan faktor fasilitas dan sarana
prasarana kerja. Berdasarkan Siagian dalam Tangkilisan (2007, h. 141) yang
mengemukakan cfcktifitas organisasi dapat diukur dengan beberapa indikator.
Indikator pertama yang mengungkapkan kejelasan tujuan yang hendak dicapai
sangat erat kaitannya dengan seluruh perubahan pelayanan yang dulunya berbeiit-
belit menjadi Pelayanan Terpadu Satu pintu yang tujuannya sangat jelas untuk
memberi kemudahan kepada masyarakat ketika akan mengurus perizinan. Tanpa
adanya tujuan yang hendak dicapai maka PTSP Kabupaten Tana Tidung belum
dikatakan melakukan perubahan terhadap pelayanan yang diberikan ke
masyarakat.

Wawancara kepala bidang PTSP

“Memang menunit saya tujuan PTSP sudah jelas, Penyederhanaan prosedur

dan persyaratan sudah kami lakukan dan ini semua didukung dengan aturan

yang berlaku”

Indikator benkutnya yang mengungkapkan tersedianya sarana dan prasarana

sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di PTSP
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Kabupaten Tana Tidung. karena tanpa adanya fasilitas dan sarana kerja maka

PTSP Kabupaten Tana Tidung tidak dapat meclayani masyarakat dengan baik.

Wawancara dengan salah satu petugas pelayanan :

“Kalau sarana dan prasarana ami sudah ada, tinggal pelaksanaan perijinan
yang sifatnya online yang belum dapat kami laksanakan. Kedepannya kami
akan melaksanakan pelayanan perijinan dengan system onfine”

Indikator terakhir erat kaitannya dengan sistem pengawasan dan
pengendalian  yang bersitat mendidik sangat erat kaitannya dengan rasa
kekeluargaan yang tinggi di intemal PTSP Kabupaten Tana Tidung. Karena
dengan rasa kekeluargaan yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung, tanpa
sengaja telah mendidik setiap pegawai untuk saling mengingatkan antara satu

dengan lainnya dalam hal kebaikan.

“Saya rasa huhungan kerja antar pegawal sangat baik ya. Saya melibat
keakraban diantara mereka. Ini dibuktikan dengan komunikasi diantara
mereka saya perhatikan tetap terjaga”

Lebih lanjut dikatakan Kepala Seksi Pelayanan Non Perijinan Usaha:

“Kalau antara kami sih disini seperti keluarga. Kami saling berbagi
pengetahuan dan itu akan sangat berharga walaupun kami tidak
mendapatkannya melalui kegiatan formal”

Dari wawancara tersebut, didapati hasil bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Tana Tidung belum melakukan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan

pelatihan dalam peningkatan kompetensi para aparatur yang ada.
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b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pelayanan

Adapun faktor penghambat dalam hal ini dapat memperlambat proses
pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dan berikut menurut Zeithmal (dalam Kumiawan, 2005:24), yang
mengatakan bahwa terdapat 4 jurang pemisah yang menjadi kendala di dalam
pelayanan publik yakni sebagai berikut:

1. Tidak tahu apa scbenarnya yang dibarapkan oleh masyarakat.

2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat.

3. Keliru dalam penampilan dirt dalam pelayanan itu sendin.

4, Kectika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan,

Adapun penjelasan lain menurut Moenir (2001:40) mengatakan bahwa
adapun kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain yakm
seperti berikut ini :

1. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun

kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Sistem, prosedur dan 1u¢tode kerja yang ada, tidak memadai sehingga

mekanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Faktor penghambat yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung ini adalah
adanya keterlambatan koordinasi antara pihak PTSP Kabupaten Tana Tidung

dengan tim teknis dari dinas-dinas terkait ketika akan mengadakan cek lapangan.

Kutipan wawancara dengan kepala seksi pelayanan perijinan usaha :
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“Kami seringkali mengalami kendala ketika akan meninjau
dilapangan, tim teknis jarang berada ditempat, masih harus kami hubungi
melalui telepon untuk memastikan kesediannya.”

Menurut tcori karakteristik koordinasi, suatu koordinasi dapat terjadi dengan
baik apabila ada kerja sama dari masing-masing pihak, sehingga akan muncut
suatu tujuan bersama vyaitu tujuan bersama untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada masyarakat. PTSP Kabupaten Tana Tidung juga harus bisa
melakukan foby dengan pimpinan tim teknis dari dinas-dinas terkait, karena
menurut teori karakteristik koordinasi, tanggung jawab koordinasi terletak pada
pimpinan. Sehingga apabila PTSP Kabupaten Tana Tidung bisa melakukan /oby
kepada pimpinan, maka koordinasi antara pihak PTSP Kabupaten Tana Tidung

dengan tim teknis dari dinas-dinas terkait akan berjalan dengan haik.

C. Pembahasan
1. Mekanisme Pelayanan Perijinan
1). Dasar Kebijakan atau Perda yang digunakan
Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Kabupaten Tana Tidung, telab ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tana Tidung. Dengan peraturan Daerah tersebut didalamnya
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terbentuk Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya disusun pula Pcraturan Bupati Tana Tidung Nomor 36 Tahun
2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Tenaga
Kcrja Transmigrasi dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana
Tidung. ini menjadi dasar pcdoman dalam melaksanakan  seluruh
rangkaian kegiatan penerbitan berkas perijinan dan non perijinan usaha.
Terdapat 97 (Sembilan pulub tujuh) jenis perjinan yang didelegasikan
kewenangannya kepada bidan PTSP di Dinas Penanaman Modal Tenaga

Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hal ini sejalan dengan Pcraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang
Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu pintu yang mengamanatkan
bahwa harus ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah-daerah untuk
melaksanakan pelayanan penerbitan ijin kepada masyarakat dalam

menjalankan kegiatan usahanya.

2). Bentuk Pelayanan Yang Diberikan

Sebagai penyelenggara Pelayanan, Dinas Penanaman Modal Tenaga
Kerja Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana
Tidung telah melaksanakan penerbitan perijinan dalam bentuk perijinan

usaha dan non peryjinan usaha.
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Perijinan usah diantaranya : Izin Mendirikan Bangunan, Ljin Gangguan,
[jin Usaha Jasa Konstruksi. dan lain-lain. Sedangkan Pclayanan Non
Perijinan Usaha mencrbitkan : Tanda Daftar Perussahaan, Tanda Daftar

Gudang, Pelayanan Pengaduan, dan lain-lain.

Dengan adanya pelayanan tersebut diharapkan masyarakat dapat
mempereleh kepastian legalitas hukum terhadap kegiatan usaha yang

telah didaftarkan perijinannya,

3). Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Untuk Mecmperoleh
Pelayanan

Untuk memperoleh pelayanan perijinan ada persayaratan yang barus
dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan
tertuang dalam dafiar ceklist yang disediakan pada bagian pemrosesan
perijinan Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja Transmigrasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung.

Pemenuhan persyaratan menjadi salab satu faktor penting dalam
pelayanan perijinan. Berkas pendukung  sangat diperlukan  untuk
memenuhi data pemohon yang akan dihimpun dalam satu kesatuan
pelaksanaan penerbitan perijinan. Data pemohon yang diperlukan salah
satunya akan menjadi dasar data yang akan tercantum dalam berkas

perijinan dan dalam pelaksanaan peninjauan lokasi.
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4). Mekanisme/Prosedur Pelayvanan Perizinan

Prinsip pelayanan publik dalam KEPMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN
/772003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
men-jelaskan kesederhanaan merupakan hal yang harus diterapkan.
Kesederhanaan tersebut berupa kesederhanaan prosedur pelayanan yang
di susun sedemikian rupa agar tidak berhelit-belit sehingga mudah untuk

dipahami dan dilaksanakan.

Birokrasi perizinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi
kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia pada umumnya dan
khususnya di Kabupaten Tana Tidung. Masyarakat dan kalangan dunia
usaha sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah
yang tidak mcmiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan,
waktu pemrosesan yang tidak pasti dan tingginya biaya yag harus

dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan penyederhanaan prosedur
pelayanan guna menjalankan amanat kepmenpan
no.63/kep/m.pan/7/2003 tersebut. Peningkatkan kualitas pelayanan
perizinan yang beronientasi kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat
dapat diwujudkan dengan mengembangkan fasilitas pelayanan yang
berorientasi pada kemudahan akses layanan, baik melalui pemenuhan
sarana dan prasarana yang memadai, penerapan teknologi informasi

berbasis komunikasi, pengembangan outlet-outlet pelayanan terpadu
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yang mendckatkan lokasi konsumen. pelayanan bergerak (mobile
service) maupun dengan pengembangan SDM yang memiliki kompetensi

dan komitmen terhadap kepuasan konsumen.

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tana Tidung

1). Transparansi

Keterbukaan dalam pelayanan perijinan d&i PTSP Kabupaten Tana
Tidung telah dilaksanakan, baik itu dalam bentuk keterbukaan layanan
maupun keterbukaan informasi. Namun masih perlu adanya peningkatan
keterbukaan dalam hal kapan penyelesaian berka perijinan  yang
dikeluhkan oleb pemohon. Transparansi di PTSP Kabupaten Tana
Tidung telab memenuhi 6 prinsip transparansi vang dikemukakan oleh
Humanitanian Forum Indonesia (HF!).

Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses
atau kebebasan bagi sctiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan,
proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Melihat dan pelaksanaan
penerbitan perijinan vang dilakukan di Kabupaten Tana Tidung telah
menjalankan prinsip ini. Dimana telah dilakukan pemberian informas
baik lisan dan tulisan maupun melalui media elektronik.

Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan pemenntah
dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh

masyarakat. Transparansi pada akhirmya akan menciptakan akuntabilitas
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antara pemerintah dengan rakyat. Kesederhanan yang dimaksud disini
adalah proses pelayanan publik yang tidak berbelit belit, mudah dipahami
dan mudah di mengerti.

PTSP di Kabupaten Tana Tidung telah  memberikan
penyederhanaan perijinan. diantaranya adalah dengan mengurangi
beherapa persyaratan yang dianggap terlalu banyak. Hal ini diharapkan
dapat menpercepat dalam proscs pelaksanaan  penerbitan  berkas

perijinan.

2). Akuntabilitas

Menurut Syabrudin Rasul { 2002 : 8 ) akuntabilitas adalah
kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas
tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas
dalam snatu organisasi.

Kemudahan vang telah dibenkan dalam hal persyaratan
penyelenggaraan perizinan ini tentu dapat memberikan dorongan positif
bagi masyarakat di Kabupaten Tana Tidung untuk lebih percaya kepada
pihak penyelenggara perizinan, dalam hal ini PTSP Kabupaten Tana

Tidung.

Dalam hal ini PTSP Kabupaten Tana Tidung mampu memberikan
layanan dan jawaban atas kebutuhan masyarakat Hal ini dapat dibuktikan

telah terselenggaranya PTSP di Kabupaten Tana Tidung.
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Terlaksananya PTSP di Kabupaten Tana Tidung terus didukung
dengan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang baik. Hal ini
sudah terlaksana, namun tetap harus ada peningkatan dalam setiap

tahunnya.

Akuntabilitas yaknt para pengambil keputusan dalam organisasi
scktor  publik, swasta  serta  masyarakat madani  memiliki
pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik (mmasyarakat umum)
sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan (Hadi, 2006:150).

Pada dasarnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tana
Tidung bertanggungjawab secara penuh terhadap bentuk pelayanan yang
diberikan dan menjamin legalitas perijinan yang diterbitkannya. Hal ini

harus tetap menjadi komitmen dalam pelaksanaan pelayanan.

3). Kondisional

Indikator penentu keberhasilan poenyelenggaraan pelayanan adalah
pelayanannya yang tepat dapat diterima. Faktor kualitas SDM didalam
terselengpgaranya pelaksanaan PTSP di Kabupaten Tana Tidung juga
menjadi factor penting. Baik itu kualitas kemampuan dalam melayani
maupun perilaku yang dimiliki oleh aparat pelayanan.

Dari analisa saya jumlah pegawai juga menjadi perhatian
dikarcnakan jumlah pegawai tidak sesual dengan jumlah perijinan yang
diterbitkan. Setidaknya perlu dipertimbangkan dari 97 (sembilan puluh
tujuh) jenis. ijin, harus ada pembagian yang jelas dalam menangani setiap

jinnya.
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Pendidikan dan pelatihan juga menjadi hal yang perlu dilaksanakan
dalam peningkatan kualitas aparat pelayanan. Ini berbanding lurus

dengan apa yang menjadi dasar pelayanan.

Manfaat Pendidikan dan Pelatihan: (1) Mengurangi dan
menghilangkan kinerja yag buruk; (2) Meningkatkan produktivitas; (3)
Membentuk sikap, loyalitas, da kerja sama yag lebih menguntungkan; (4)
Memenuhi kebutuhan perencanaan sumbcerdaya manusia; (5) Mengurangi
frekuensi dan biaya kecclakaan Kerja; (6) Membantu karyawan dalam
peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Kelemahan dalam
sistem pendidikan dan pelatihan yang ada saat ini adalah pendidikan dan
pelatihan tidak dikaitkan dengan sistemm analisis jabatan sehingga
pendidikan dan pelatihan tidak mampu mengupgrade kemampuan
pegawai dalain pelaksanaan tugasnya karena tidak sesuai antara maten

pendidikan dan pelatihan dengan kcbutuhan pegawai.

4). Partisipatif

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung mendorong partipatif
masyarakat dalam melakukan pendaftaran perijinan terhadap usaha yang
dimiliki olch masyarakat. Baik melalui lisan dan sosialisasi, maupun
melalul media cetak.

Namun dari hasil penelitian yang ada, pada kenyataannya animo
masyarakat semakin menurun dalam sctiap tahunnya. Menurut pencliti,
ini diindikasikan bahwa geografis wilayah Kabupaten Tan Tidung

menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan mengajukan
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pelayanan perjjinan. Walaupun pemerintah Kabupaten Tana Tidung
tclab menetapkan biaya pengurusan pelayanan perijinan adalah gratis.
Perlu adanya pembenahan dalam mensosialisasikan pelayanan
perijinan kepada masyarakat agar lebih proaktif dalam mclaksanakan
perijinan. Mungkin akan lebih haik juga bila ada pemberian pelayanan
dengan cara jemput bola sehingga masyarakat akan berpartisipasi dalam

mendaftarkan perjinan untuk bangunan dan usahanya.

5). Persamaan Hak

Pada dasarnya masyarakat menginginkan legalitas hukum pada usaba
yang dimilikinya. Pemerintah melalui PTSP Kabupaten Tana Tidung
menjalankan pelayanan dengan standar yang jelas. Didasarkan pada
aturan yang ada sebagai payung hukumnya. Adanya standar pelayanan
dan regulasi ini diharapkam pelayanan tidak hanya menyasar kepada
masarakat kelas bawah, tetapi seluruh masarakat mendapat periakuan
yang sama, legalitas perijinan yang sama, penyelesaian perijinan sesuai
dengan ketentuannya.

3. Faktor-Faktor Penghambat PTSP

Kendala utama dalam pelayanan perijinan adalah kurangnya aparatur
dalam melaksanakan pelayanan perijinan. Kecakapan aparatur menjadi
faktor yang harus dipenuhi. Kompetensi pegawai sering menjadi salah satu

penghambatnya.
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Adapun penjclasan lain meourut Mocnir (2001:40) mengatakan bahwa
adapun kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain yakni
seperti berikut ing :

. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun
kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Sistem, proscdur dan metode kerja yang ada. tidak memadai

sehingga mckanisme kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Jika dilihat dari uraisn yang ada, peneliti menyimpulkan kurangnya
kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggungjawab
aparatur menjadi faktor utama sebagai kendala dalam pelayanan di PTSP
Kabupaten Tana Tidung. Hal ini menyebabkan sistem, dan cara kerja yang
ada menjadi tidak mcmadai sehingga mekanisme kerja tidak berjalan

sebagaimana mestinya.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesinipulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terkait analisis sisitem
pclayanan perizinan terpadu di Kabupaten Tana Tidung , diperoleh kesimpulan
bahwa :

I. Meckqunime

P

Sistem pelayanan perizinan di PTSP Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat
dari mekanisme pelayanan perizinan dan implementasi standar pelayanan
melalui indicator 1) Transparansi, 2) Akuntabilitas, 3) Kondisional, 4)
Partistpatif dan 5) Kesamaan Hak. Didapatkan hasil bahwa masih terdapat
kelemahan-kelemaban pada indikator Transparansi, Kondisional dan
Partisipatif.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu
di  Kahupaten Tana Tidung. Dalam penyelenggaraan system pelayanan
terpadu satu pintu di PTSP Kabupaten Tana Tidung, terdapat banyak faktor

yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan pelayanan perizinan.

1) Kcbijakan pemerintah/aturan tentang pelaksanaan pelayanan perizinan
terpadu satu pintu, terlihat dengan cukup banyaknya aturan hukum yang
mendukung pelayanan perizinan terpadu satu pintu baik di tingkat pusat
maupun di tingkat lokal, yaitu Kahupaten Tana Tidung sendiri. Hal ini
tentu akan memberikan pedoman vyang jelas dan sistematis dalam

pelaksanaan pelayanan perizinan.

84
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2) Sumber daya manusia berkualitas yang dimiliki oleh PTSP Kahupaten
Tana Tidung dianggap kurang dan belum maksimal dalam
penyclenggaraan PTSP. Hal ini berimbas kepada pembgian kerja yang
tidak optimal.,

3) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik
dengan tcrus mengadakan perizinan atas usaha ataupun bangunannya,
maupun melalui penilaian positif terhadap layanan perizinan  yang
diselenggarakan, dan hal tersebut tentu akan menjadi motivasi bagi PTSP
Kabupaten Tana Tidung untuk memherikan pelayanan yang baik dan
berkualitas bagi masyarakat.

4) Sarana dan prasarana pelayanan di PTSP, dalam hal ini masih adanya
beberapa kekurangan dalam kelengkapan sarana pelayanan maupun
sarana kerja bagi pegawai di PTSP Kahupaten Tana Tidung. Hal ini
tenfu menjadi kendala untuk memaksimalkan kinerja pelayanan perizinan

di PTSP Kabupaten Tana Tidung.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara PTSP dengan
SKPD terkait perizinan yang diselenggarakan oleh PTSP Kabupaten Tana
Tidung, agar tercipta kesepahaman bersama mengenai tugas, fungsi, dan
wewenang masing-masing.

2. Perlunya adanya penambahan aparat pelaksana di PTSP Kabupaten Tana

Tidung, agar pembagian kerja dapat berjalan dengan baik dan tentunya sesuai
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dengan system perekrutan yang telah di atur dalam Undang-undang vang
berlaku.

3. Perlu adanya pendidikan dan pelatihan vang dapat meningkatkan Kinerja
pegawai dalam pelaksanaan aplikasi perizinan online SICANTIK, SPIPISE,
ataupun OSS agar pelayanan publik pada PTSP KTT semakin baik

4. Sarana dan prasarana yang ada di PTSP Kabupaten Tana Tidung perlu untuk
di lengkapi, agar lebih mendukung kincrja para aparat pelaksana pelayanan

dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat pengguna layanan.
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JENIS-JENIS PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

Pendaftaran Penanaman Modal
Izin Usaha Penanaman Modal
Surat Izin Tempat Usaha
Tanda Daftar Perusahaan

Surat [zin Usaha Perdagangan
0. Izin Sarang Burung Walet

LI LS S

™~

Izin Mendirikan Bangunan

Izin Usaha Jasa Konstruksi

9. Izin Penyelenggaraan Reklame

10. Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima
11. Izin Usaha Industri Kceil

12, Izin Usaha Industri Mencngah

13. Izin Usaha Industri Besar

[ola]

14,  1zin Usaha Perluasan Usaha Indutn Kectl

15. 1zin Usaha Perluasan Usaha Industri Mencngah

16. 1zin Usaha Perluasan Usaha Industri Besar

17. Tanda Daftar Industri

18. Tanda Daftar Gudang

19. Perpanjang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

20. Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja

21. Tanda Daftar Lembaga Pelatiban Kerja

22.  Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

23.  Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini, Dasar, dan Non Formal

24. Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah

25. Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata

26. Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata

27. lIzin Usaha Rumah Makan / Restoran

28. Izin Usaha Bara

29. lzin Usaha Kafe

30. Izin Usaha Pusat Penjualan Makanan meliputi usaha stand makanan dan
minuman Kantin, catering, warung kopi, dan lain lain

31. 1zin Usaha Jasa Boga mcliputi took roti, donat kue, minuman dan makanan
lainnya

32.  lzin Usaha Hotel

33.  lzin Usaha Bumi Pertkemahan

34. lzin Usaha Persinggahan Karyawan

35. lzin Usaha Villa
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36. lzin Usaha Pondok Wisata

37. lzin Usaha Wisma

38. Izin Usaha Gelanggang Olahraga meliputi : lapangan golf, rumah billiard,
gelanggang renang. lapangan temis, lapangan bulutangkis, lapangan tutsal,
sirkuit motor dan gelanggang bowling, pusat kebugaran jasmani (fitness
center)

39. lzin Usaha Gelanggang Seni meliputi SIB, Jenis usaha, sanggar seni. galeri
seni, gedung pertunjukan seni

40. lzin Usaha Arcna Permainan meliputi game online, game zone, gelanggang
permainan dan ketangkasan

41.  lzin Usaha Hiburan Malam meliputi sub jenis usaha kelab malam, diskotik

pub
42, lzin Usaha Panti Pijat
43.  lzin Usaha Taman Rekreasi meliputi sub jenis taman hermain

44, Izin Usaha Karaoke Keluarga

45. Izin Usaha Jasa Impresanat dan Promotor

46. Izin Usaha Kos-kosan

47, Izin Usaha Salon Kecantikan

48. Izin Usaha Kolam Renang

49. Izin Pendirian Klinik

50. lzin Operasional Klinik

51. Izin Apotek

52. lzin Praktik Apoteker

53. lzin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian

54. Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif
55. lzin Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif
56. lzin Praktik Refrakionis Optien

57. lzin Praktik Optometris

58. Izin Praktik Bidan

59.  1zin Praktik Keperawatan

60. Izin Kerja Perawat

61. lzin Praktik Dokter

62. Izin Praktik Tenaga Gizi

63. lzin Kerja Tenaga Giz1

64. lzin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
65. Izin Praktik Fisioterapis

66. Izin Kerja Fisioterapis

67. lzin Kerja Radiografer

68. Izin Kerja Perawatan Gigi

69. Izin Praktik Perawat Gigt

70.  lzin Praktik Elektromedis

71. lzin Kerja Tenaga Sanitarian
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Izin Praktik Okupasi Terapis

[zin Praktik Terapis Wicara

Izin Kerja Terapis Wicara

Izin Kerja Tcknisi Gigi

Izin Praktik Penata Anastesi

Izin Kerja Ortotis Protestetis

1zin Praktik Ortotis Protestetis

Izin Kerja Perckam Medis

Izin Pengobatan Tradisional

Surat Terdaftar Pengobat Tradisional

Surat [zin Menyimpan Obat Untuk Dacrah Terpenceil
Izin Mendirikan Rumah Sakit

1zin Operasiona] Puskesmas

Izin Toko Obat

Izin Operasional Laboratorium

Izin Operasional Rumah Sakit

Izin Optik dan lzin Laboratorium Optik

Surat Izin Insidentil Reckomendasi Sifat Kendaraan
Surat 1zin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
Surat Izin Usaha Perikanan

Izin Usaha Perkebunan

Izin Pembukaan Lahan

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan

1zin Pemotongan Hewan

Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan

Izin Lokasi
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Lampiran [1

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
(IN DEPTH INTERVIEW)

A. Jadwal Wawancara

1.

1.

Hari / tanggal
Waktu

B. ldentitas Informan

2

3.
4.
5.

Nama

. Jenis Kelamin

Usta
Jabatan

Unit Kerja

C. Pertanyaan Penclitian

l.

Bagaimana Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Tana Tidung

l.a. Apakebijakan pelaksanaan PTSP di Kabupaten Tana Tidung?

1. b. Bagaimana Implementasi dari kebijakan yang ada?

1.c. Apa hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan yang
ada?

I.d.  Apakah pelaksanaan PTSP ini sudah disosialisasikan kepada
masyarakat?

Faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan PTSP

2.a. Batgaimana alur pelayanan perizinan di PTSP Kabupaten Tana
Tidung?

2.b. Bagaimana kualitas pugawai yang ada ?

2.¢. Bagaimana animo masyarakat terhadap PTSP dalam hal pengajuan

perizinan?
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Lampiran 111

PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM
{INDEPTH INTERVIEW)

A. Jadwal Wawancara
1. Hari / tanggal
2. Waktu

B. Identitas Informan

1. Nama

I

. Jenis Kelamin
3. Usia
4. Pekerjaan
('. Pertanyaan Penelitian
1. Menurut anda bagaimana pelayanan di PTSP Kabupaten Tana Tidung
2. Bagaimana ketepatan dan kecepatan proses pelayanan
3. Bagaimana perilaku pegawai dalain melayani
4. Menurut anda apakah ada perbedaan layanan pada kriteria tertentu,

misalnya dari perbedaan suku, rasa tau golongan?
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